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Abstract: Corruption as a crime has destroyed the life of a nation as well as paralyzed its funtion
to serve, to give welfare and education to its people. It is practiced widely and
systematically, involving every single state apparatus n groups. In this condition, even
a good one will be segregated by others. Sate apparaturs does not work for the sake of
people, instead they work for their own wealth. Therefore, corruption is regarded as an
extra ordinary crime and its eradication effort must be in extra ordinary one as well.
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PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesiaabarkan atas hukum
(rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belakach&taat). Hal ini berarti bahwa
Indonesia adalah negara hukum demokratis berdas&&acasila dan UUD 1945, menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua waggara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hutampemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan danagi@yang boleh dilakukan serta apa
yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak ditujamaja orang yang nyata-nyata berbuat
melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yammpgkin akan terjadi dan alat
perlengkapan negara untuk bertindak menurut hul8istem bekerjanya hukum yang demikian
merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan d&hitiupan masyarakat, selain
itu pembangunan juga dapat mengakibatkan perubdadratisi sosial masyarakat yang memiliki
dampak sosial yang negatif terutama menyangkut latagaeningkatan tindak pidana yang
meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidampsggtang menjadi perbincangan dewasa ini
adalah korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan kegaannegara, tetapi juga merupakan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomyarest. Korupsi merupakan masalah
serius, tindak pidana ini dapat membahayakan g#tbildan keamanan masyarakat,

membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan ps®@itik merusak nilai-nilai demokrasi dan
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moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakamadi sebuah budaya. Korupsi merupakan

ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adingdakmur.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang ergni berbagai kepentingan yang
menyangkut hak asasi, ideologi negara, perkononkeoangan negara, moral bangsa yang
cenderung sulit untuk ditanggulangi. Hal ini kareo@nyak pelaku korupsi diputus bebas,
ringannya pidana yang dijatuhkan tidak sebandinggde perbuatan atau kerugian. Tindak
pidana korupsi sulit diungkapkan karena pelaku rgengkan peralatan yang canggih serta
biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dddaadaan yang terselubung dan terorganisir.

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan tahun ke tahun. Tindak pidana
korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik darigh kasus yang terjadi dan jumlah kerugian
negara, maupun dari segi kualitas tindak pidanagyditakukan semakin sistematis serta
lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupasyanakat.

PERMASALAHAN
Uraian berikut akan menjelaskan mengenai bagaimdmaupsi dan upaya

pemberantasannya ?.
PEMBAHASAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusdonésia seutuhnya dan
masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, maksajahtera dan tertib berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indongaidg adil, makmur dan sejahtera
tersebut perlu secara terus-menerus ditingkatkahaigsaha pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pada umumnya serta tindak pidangosopada khususnya.

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagaing@j aspirasi masyarakat untuk
memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan laiseyaakin meningkat, karena dalam
kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugiagara yang sangat besar yang
berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidabgtuk itu, upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan disifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak

asasi manusia dan kepentingan masyarakat.
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Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang bjshkt dan merusak. Secara harfiah
korupsi mempunyai pengertian yang lugsfitama, penyelewengan atau penggelapan (uang
negara atau perusahaan) untuk kepentingan prilaadocing lainKedua, memakai barang atau
uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogolkal(m&ekuasaannya untuk kepentingan
pribadi). Tindak pidana korupsi dalagamus Hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak
pidana yang merugikan keuangan negara.

Rumusan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasi?Pasal 3 Undang Undang No. 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidang&ioRiasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa
setiap orang yang secara melawan hukum melakukduggan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merogkeuangan negara atau perekonomian
negara dipidana dengan pidana penjara paling setfitpat tahun dan paling lama 20 tahun dan
denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus jwupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Berdasar Ip@ssebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi
adalah :

1. melawan hukum,;
2. memperkaya diri sendiri atau orang lain ataduskerporasi;
3. yang dapat merugikan keuangan negara atau penekan negara.

Pengertian “secara melawan hukum” dalam pasal tetsadalah mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun melawan Inuldalam arti materiil, yaitu meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanng@ng-undangan, namun apabila perbuatan
tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai daaga keadilan atau norma-norma kehidupan
sosial dalam masyarakat, maka perbuatan terselpat digpidana. Disamping itu kataldpat
merugikan keuangan atau perekonomian negara” makkan bahwa tindak pidana korupsi
merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pid&aaupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan deimglaninya akibat.

Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 mengatuwéaetiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang laiau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pddaeya jabatan atau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonoregara) dipidana dengan pidana penjara

seumur hidup atau pidana penjara paling singkathiit dan paling lama 20 tahun dan atau
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denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluhajuupiah) dan paling banyak Rp

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Menurut pasedebut, unsur-unsur tindak pidana korupsi

adalah :

1. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lé&u &uatu korporasi;

2. Menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang adany@ad karena jabatan atau
kedudukan;

3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekamowegara

Maksud dari keuangan negara adalah seluruh kekaysgara dalam bentuk apapun, yang
dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukladgagian kekayaan negara dan segala hak
dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertafjmgabgn pejabat lembaga negara baik
di tingkat pusat maupun daerah;

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertaj@gabgn Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badanurhuldan perusahaan yang
menyertakan modal negara atau perusahaan yang makaye modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pengertian perekonomian negara adalah kehidupa&kgemian yang disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atamgha masyarakat secara mandiri yang
didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkesat maupun daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yangjieent memberikan manfaat, kamakmuran
dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat.

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana (képb)ayang luar biasa atau extra
ordinary crime mempunyai ciri-ciri khusus yaitu :

1. Melibatkan lebih dari satu orang.

2. Dilakukan secara rahasia.

3. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timialik, dimana kewajiban dan
keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.

4. Biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya debgdimdung di balik pembenaran
hukum.

5. Biasanya menginginkan keputusan yang tegas dan mamgmpengaruhi keputusan-

keputusan itu.
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6.

7.

Setiap tindak pidana korupsi mengandung penipuiasabya dilakukan oleh badan publik

atau umum (masyarakat).

Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkianatagr&aypaan. (Evi Hartanti, 2009:10).
Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Indsaalikarenakan adanya faktor-faktor

yang menjadi penyebab vyaitu :

1.

Lemahnya pendidikan agama dan moral. Pemahamaadsghagama yang setengah-
setengah bahkan kurang dan moral yang buruk mensesabrang tidak malu melakukan
korupsi.

Keserakahan dan etos kerja yang rendah. Saat lakip&orupsi bukan saja dari kalangan
tidak mampu, tetapi juga kalangan yang mampu dirlicekonomi. Karena keserakahan dan
etos kerja yang rendah yang medorong melakukarpkoru

Tidak adanya sanksi yang keras/berat. Dalam UU Bmanbasan Tindak Pidana Korupsi
terdapat sanksi pidana mati tehadap mereka yangkuoien tindak pidana korupsi dalam
keadaan tertenut, artinya pemberatan bagi pelaku korupsi apabiidak pidana tersebut
dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaymisdengan undang-undang yang
berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasis®eblagai pengulangan tindak pidana
korupsi atau pada saat negara dalam keadaan ékimm®mi (moneter). Walaupun ada sanksi
yang berat dalam UU tersebut, namun selama inkpédarupsi hanya dijatuhkan hukuman
pidana penjara yang ringan atau bahkan dibebaskagad alasan kurang cukup bukti dll.
Kurangnya pengawasan pada aparat pemerintah. Kuwangengawasan terhadap kerja
aparat memberi peluang pada aparat pemerintah untlkkukan korupsi seperti yang
terjadi pada Gayus di Departemen Pajak.

Tindak pidana korupsi yang merajalela di negaraomedia menimbulkan dampak atau

akibat yang sangat luas yaitu: (Eggi Sudjana, 2(88:

1.Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah higlajka datang dari masyarakat tetapi juga
negara lain. Hal ini akan mempengaruhi negara thaslam kerjasama di bidang politik,

ekonomi yang akan mengakibatkan pembangunan diasbglang akan terhambat khususnya
pembangunan ekonomi serta terganggunya stabilimekgnomian negara dan stabilitas

politik.

2.Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masgarak
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Masyarakat akan bersifat apatis terhadap anjuran ftiadakan pemerintah, hal ini
mengakibatkan ketahanan nasional rapuh dan menggsstgbilitas keamnan negara. Pada
akhirnya masyarakat dapat menuntut mundur preskimena dinilai tidak lagi dapat
mengemban amanat rakyat dan melakukan tindakarwaelaukum.
3.Menyusutnya pendapatan negara.
Penerimaan negara didapat dari pungutan bea damimpaan pajak. Pendapatan negara akan
berkurang bila tidak diselamatkan dari penyelundugen penyelewengan oleh oknum pejabat
pemerintah pada sektor penerimaan negara tersebut.
4.Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara.
Keamanan dan ketahanan negara akan rapuh bilpgatzat pemerintah mudah disuap karena
kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologipgagaruhnya pada bangsa Indonesia
akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untukijud&an cita-citanya. Pengaruh
korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya ikagainasyarakat terhadap negara.
5.Perusakan mental pribadi
Moralitas yang rendah menyebabkan orang mudah knuddakukan penyelewengan dan
penyalahgunaan wewenang. Hal ini mengakibatkanlsesgsuatunya diukur dengan materi
sehingga melupakan tugas yang diemban dan melaktikdakan atau perbuatan yang
bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang. ld&{orupsi pada akhirnya menjadi
hambatan bagi bangsa Indonesiaj untuk mewujudkayanakat yang adil dan makmur.
6.Hukum tidak lagi dihormati
Semakin banyaknya korupsi yang terjadi merupakatikasi bahwa hukum tidak lagi
diindahkan atau dihormati. Hal ini karena pelakuuksi selama ini hanya dijatuhi sanksi
pidana yang ringan, sehingga kurang menimbulkak gfe bagi pelaku. Cita-cita untuk
menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apapdea penegak hukum yang seharusnya
menegakkan hukum, melakukan tindak pidana korupsigypada akhirnya menyebabkan

hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidiétkdahkan oleh masyarakat.

Upaya pember antasan
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsidaget menjangkau berbagaodus
operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomiaranggng semakin rumit dan

canggih, maka dalam penjelasan umum UU No. 31 Td899 juncto UU No. 20 Tahun 2001

112



WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 OKTO 2009

tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian ruphingga meliputi perbuatan-perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau skaiyporasi secara melawan hukum dalam
pengertian formil dan materiil. Dengan perumusasdbut, pengertian melawan hukum (unsur
melawan hukum) dalam tindak pidana korupsi dapkt mencakup perbuatan-perbuatan tercela
yang menurut perasaan keadilan masyarakat hawdutidan dipidana. Ketentuan ini membuka
peluang untuk digunakannya pembuktian terhadaprumslawan hukum yang lebih luas.

Tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjeladah No. 31 Tahun 1999
dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Haluntuk mempermudah mekanisme pembuktian
sekaligus mengakomodasi nilai-nilai dan rasa kaadihasyarakat yang diciderai oleh koruptor.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dgap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan
dilakukannya suatu perbuatan yang diatur dalamngdadang. Dirumuskannya tindak pidana
korupsi secara formil, sangat penting dalam progembuktian dan penuntutan, dimana
meskipun hasil dari korupsi telah dikembalikan ldgpaegara, pelaku tindak pidana korupsi
tetap dapat diajukan ke pengadilan dan tetap dipida

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektiilimhencegah dan memberantas tindak
pidana korupsi, undang-undang menetapkan ancant@mgiminimum khusus, pidana denda
yang lebih tinggi dan ancaman pidana mati yang pa&an pemberatan pidana. Undang-undang
juga menetapkan pidana penjara bagi pelaku tintdanp korupsi yang tidak dapat membayar
pidana tambahan berupa uang pengganti kerugiamanega

Undang-undang juga memperluas pengertian pegavggring/ang antara lain meliputi
orang yang menerima gaji atau upah dari korporasgymempergunakan modal atau fasilitas
dari negara atau masyarakat. Arti dari fasilitaalau perlakuan istimewa yang diberikan dalam
berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang wdalr, harga yang tidak wajar, pemberian
ijin yang eksklusif termasuk keringanan bea mastdu gpajak yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindakapa korupsi yang sulit pembuktiannya,
maka dibentuk tim gabungan yang dikoordainasikaeh claksa Agung, sedang proses
penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai depgeaturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meninggatefisiensi waktu penanganan tindak

pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asesangka dan terdakwa. Beberapa lembaga
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atau komisi dibentuk untuk memberantas tindak mdeorupsi, seperti lembaga ombudsman,

KPKPN dan KPK.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk berdasa Undang Undang No. 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindaknRi#@rupsi. KPK merupakan lembaga
yang bersifat independen dan bebas dari pengakuagaan manapun. Tujuan pembentukannya
yaitu untuk meningkatkan daya guna terhadap upamabprantasan tindak pidana korupsi,
dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akutatsjklepentingan umum dan proporsional.

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukarygheikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang :

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggararaeiga orang lain yang ada kaitannya
dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oledrapenegak hukum atau penyelenggara
negara;

2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;

3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000 (satu milyar rupiah).

Guna memperlancar proses penyidikan, penuntutan pgameriksaan tindak pidana
korupsi, undang-undang telah mengatur kewenangayigile, penuntut umum atau hakim
sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk tamsung meminta keterangan tentang
keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepakladragan mengajukan hal tersebut kepada
Gubernur Bank Indonesia.

Alat bukti dalam tindak pidana korupsi sama sepgtig diatur dalam KUHAP, namun
ada penambahan dimana untuk alat bukti petunjultddiperoleh daripertama alat bukti lain
yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkaierdma atau disimpan secara elektronik
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu rfipan secara elektronik” misalnya data yang
disimpan dalam mikro filn€Compact Disk Read Only Memory (CD-ROM) atauWrite Once Read
Many (WORM). Yang dimaksud dengan “alat optik atau yang semgngan itu” adalah tidak
terbatas pada data penghubung elektronik, sur&trehek, telegram, teleks dan faksimili.
Kedua, dokumen, yaitu setiap rekaman data atau inforiyasg dapat dilihat, dibaca dan atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau taaptudn suatu sarana, baik yang tertuang di
atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas nmaypng terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangam, lioruf, tanda, angka atau perforasi yang
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memiliki angka. Ketiga, petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangdsisaurat dan
keterangan terdakwa.

Pembuktian yang dianut UU No. 20 Tahun 2001 berbdelagan pembuktian dalam
KUHAP. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 diterapkan pentiawmkterbalik, dimana terdakwa wajib
memberikan keterangan tentang seluruh harta beaddenry harta benda isteri atau suami, anak
dan harta benda setiap orang atau korporasi yahgaimempunyai hubungan dengan perkara
yang didakwakan. Apabila terdakwa tidak dapat meknkan tentang kekayaan yang tidak
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penamt@kayaannya, maka keterangan
tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yaodah ada bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini pgotiumum dapat mengajukan tuntutan
kepada hakim agar harta benda terdakwa dirampask un@gara. Tuntutan ini diajukan oleh
penuntut umum pada saat penuntut umum membacaktanannya pada perkara pokok.

Apabila terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidakakukan tindak pidana korupsi,
penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktiki@kwaannya. Hal ini merupakan
ketentuan pembuktian terbalik yang terbatas yaagulidi Indonesia, dimana penuntut umum
tetap wajib membuktikan dakwaannya. Terdakwa yaipgtds bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutaramppasan harta benda harus ditolak oleh
hakim.

Terhadap terdakwa yang telah memperoleh putusagapgéan yang berkekuatan tetap,
namun diketahui masih ada harta benda terpidang gmluga atau patut diduga berasal dari
tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampastuk negara, maka negara dapat
melakukan gugatan perdata terhadap terpidana daun atli warisnya. Pemeriksaan dan
penjatuhan putusan dalam tindak pidana korupsitddpakukan tanpa kehadiran terdakwa,
apabila terdakwa sudah dipanggil secara sah naghalinhadir di sidang tanpa alasan yang sah.

Dalam upaya pemberantasan korupsi, keberadaani gaaidesa sangat penting sebagai alat
untuk memberikan efek jera sekaligus pendidikarmr Bgghatan itu tidak diulangi. Secara teori,
sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatarjadietakut sehingga mengurungkan
niatnya melakukan tindak pidana. Beratnya sanksncemninkan beratnya dampak tindak
pidana yang dilakukan dan kesungguhan pemerintabhkumengatasinya. Dalam proses
penegakan hukum, masyarakat sering melihat beigamnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit

banyaknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukunsgbagai tolok ukur keberhasilan
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penegakan hukum. Penegakan hukum dinilai berhpsibita semakin banyak koruptor yang
dimasukkan dalam penjara dan mengembalikan uarayaeg

Sebaliknya, ringannya sanksi yang dijatuhkan dadikérya pelaku korupsi yang
tertangkap jelas melukai nilai-nilai dan perasaaadidan masyarakat. Hal ini mendorong
masyarakat untuk tidak taat hukum dan melakukatakrpidana korupsi, sebagai cara mudah
dan beresiko ringan dalam mendapatkan limpahanykekedan kekuasaan.

Upaya pemberantasan korupsi harus didukung serkt@ fagar upaya tersebut tidak sia-
sia. Salah satunya adalah mewujudgaod governance, yang mempunyai prinsip-prinsip dasar
yaitu kepastian hukum, dimana penyelenggaraan pet@iean didasarkan pada hukum dan
peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dditakeketerbukaan, yang mengisyaratkan
adanya hak masyarakat untuk memperoleh informasy yeenar, jujur dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan pemerintah oleh birokrasiepintah dengan tetap memperhatikan
perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasigara.Akuntabilitas publik, yang
menentukan aspek pertanggungjawaban semua kebiatérasi pemerintah kepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertingggi negara, taakhir profesionalitas yang
mengutamakan keahlian berlandaskan kompetensi, édddan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ciri sebualgood governance terlihat dari tingkatan partisipasi aktif atauddibatan semua
elemen kenegaraan dan masyarakat dalam prosesipman. Masyarakat dan semua elemen
kelembagaan yang ada dalam negara, termasuk pdoao&rasi pemerintah harus mengambil
peran secara aktif untuk mewujudkannya. Walau pergmemerintah sampai saat ini masih
dominan dan menentukan, bukan berarti eksistemgidga lain dan masyarakat dapat diabaikan,
secara bertahap dan simultan pemerintah harusaberusemberdayakan elemen lain, terutama
masyarakat, sehingga pada akhirnya pemerintah Hzerparan sebagai fasilitator.

Dukungan politik dan konsistensi pemerintah sapgating dalam pemberantasan korupsi,
dimana pemberantasan korupsi akan mengalami kegadarena rendah atau lemahnya
dukungan politik dan minimnya partisipasi masyataR@ndahnya dukungan politik terlihat dari
perilaku pemerintah yang menghalangi dan menunddangproses penyidikan dan peradilan
kasus-kasus korupsi. Tingginya tingkat resisteran gherlawanan pemerintah dan aparat

birokrasinya terhadap upaya pengungkapan korupsunpekkan lemahnya dukungan politik.
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Berbagai dalih dan upaya diciptakan untuk menghimutases akuntabilitas publik dalam setiap
proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian strategn gemberantasan korupsi sangat
penting, dimana bersama aparat penegak hukum dsglaeig melengkapi dalam proses
pemberantasan korupsi. Masyarakat yang berdayat daptakukan kontrol dan memberi
masukan selama proses penegakan hukum, bahkaatgeseegakan hukum formal lemah dan
tidak dapat menghadapi tindak pidana tersebutyamakat dapat tampil untuk berpartisipasi
melalui sistem dan tatanan yang demokratis danspeman. Bentuk dan sifat partisipasi
masyarakat dalam proses tersebut harus diselelkggasacara demokratis dalam suasana yang
menghargai nilai-nilai dan rasa kepatutan sertalikkea masyarakat tanpa harus mengabaikan
perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasisrmak/paya pemberantasan korupsi yang
sangat terkait dengan aspek-aspek lain sepertilpatkonomi dan budaya, namun masalah
korupsi dan upaya pemberantasannya harus didedadigai masalah hukum, bukan masalah
politik atau ekonomi. Hal ini sebagai konsekuenrssii ¢orinsip negara hukum, dimana hukum
harus berdiri di atas semuanya (supremasi hukum).

Pemerintah harus membenahi sistem dan birokrasepet@han. Kualitas dan kuantitas
serta kinerja pelayanan publik harus ditingkatkgarasemakin transparan, efektif, efisien dan
akuntabel sehingga akan lebih mudah menindak tipiténa korupsi yang terjadi. Perlawanan
dan resistensi dapat datang dari pemerintah, parleiyudikatif dan tokoh pemerintah yang
merasa terancam oleh kebijakan dan tindakan pemtasen korupsi yang amat keras.
Pemerintah juga perlu memberdayakan dan membesidiesn kepada masyarakat agar tidak
terlibat dan membuka peluang terjadinya tindak méd&orupsi dengan menyuap aparat
pemerintah agar bersedia memenuhi keinginan mevalaipun melanggar hukum atau aturan.

Berbagai upaya perbaikan dan kerjasama antara peaierlembaga independen dan
masyarakat seperti yang sudah dikemukakan di atsestal niat dan kesungguhan untuk
memberantas tindak pidana korupsi secara adilidak pandang bulu pasti akan membuahkan
hasil. Walaupun korupsi tidak akan hilang sama IseRkamun paling tidak dapat mengurangi
terjadinya tindak pidana korupsi sehingga upayalkumiewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur dapat tercapai.
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KESIMPULAN

Tindak pidana korupsi yang telah berkembang daadiesecara sistemik dan meluas harus
segera dilakukan penanggulangan secara tegas umukerantasnya. Pelaku korupsi perlu
dijatuhi sanksi yang berat (penjatuhan hukuman toiédi perlu) disamping perampasan harta
kekayaan yang didapat dari tindak pidana korupsijdséama berbagai pihak harus ditingkatkan
agar proses penegakan hukum berjalan dengan ttibsesuai prosedur, sehingga pelaku
dijatuhi sanksi pidana yang setimpal (sehingga Satéksebut mempunyai efek jera) dan pada
akhirnya menjadi anggota masyarakat yang baik éaguina.
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